Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 5  TAHUN 2008
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

10.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa Kota Palembang yang sebagian besar wilayahnya terdin dari rawa, diperukan suatu
pola pengendalian dan pemanfaatannya, sehingga dapat berfungsi sebagai daerah tampung
air yang merupakan salah satu sistem pengendalian banjir daerah perkotaan, yang  selama
ini telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2002
tentang Pembinaan dan Retrbusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa;

. bahwa unfuk lebih mengoptimalkan pengaturan pengendalian dan pemanfaatan rawa, perlu

meninjau Peraturan Daerah Kota Palembang Mamor 13 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan
Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa, untuk disesuakan dengan kondisi daerah
saal ini;

. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang fentang Pembinzan dan  Retribusi
Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kota
praja di Sumatera 3elatan (Lembaran Megara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1821);

Undang-Undang Momor 5 Tahun 1960 tenfang Perafuwran Desar Pokok-Pokok Agrara
(Lembaran Negara Rl Tahun 1960 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

2043);

Undang-Undang Nomoar & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl
Tahun 1981 Nomar 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayahi dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pajak Daersh dan Refribusi Daerah
(Lembaran Megara Rl Tahun 1997 Momor 41, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor
3685), sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang MNomor 34 Tahun 2000
(Lembaran MNegara Rl Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor
4048);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 1997 fentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Rl Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3699);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenfang Pembentukan Persturan Pemundang-
undangan {Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negam R
Momear 4384);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) ssbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 ientang Penetapan Peraluran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubshan Undang-
Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinishan Daersh menjadi Uindang-Uindang
{Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemeriniahan Daersh (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);




